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PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

ABSTRAK : _ bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 10 Tahun 2005 perlu diubah untuk disesuaikan;

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1987; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali tarakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005, maka Pemerintah Daerah Kota Magelang perlu segera melakukan
perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

— Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain
penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan
Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan
komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan
menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan
DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban
tugas dan kemampuan keuangan daerah.



CATATAN : _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 November 2006.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29
November 2006 Nomor 10.
— Penjelasan: 4 him



